PEMERINTAI KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS RAWAT INAP NGARIP

Jin. Kesehatan No. 10 Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu
Email : pkmngarip 18‘agmail.com No tlp. 082175445889  Kode Pos 35379

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIP
NOMOR : 440/065/25/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPTD PUSKESMAS NGARIP

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIP,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang

hak.tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh
pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada
UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus serta
peningkatan  kualitas Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan  UPTD  Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus,maka dipandang perlu ditetapkan Standar
Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus;
b. bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  keschatan  yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masayarakat dan upaya kesehatan
perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan
promotif, preventif untuk mencapai derajat keschatan masyarakat
setinggi-tingginya diwilayah kerja UPTD Puskesmas Ngarip
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD
Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahunl999 (Lembaran Negara Tahun
1999, TambahanLembaranNegaraNomor3890);

Undang — Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 1T Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah

Tingkat IT Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667),

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4125);
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Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
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Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
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Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perbahan
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perbahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
cara  Pelaksanaan Peran Serta  Masyarakat  dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor).

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 Tentang
Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIP
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD
PUSKESMAS NGARIP .

Kesatu . Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus dengan Rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus dalam diktum kesatu Meliputi :

Pelayanan Pendaftaran

Pelayanan Tindakan

Pelayanan Pemeriksaan Umum

Pelayanan Keschatan Gigi dan Mulut

Pelayanan Kesehatan KIA-KB dan Imunisasi
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Pelayanan Persalinan/KIA(PONED)
Pelayanan IVA

Pelyanan Laboratorium

Pelayanan Konsultasi/KIE

10. Pelayanan Farmasi

11. Pelayanan USG

12. Pelayanan Rawat inap
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Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam diktum

Ketiga
kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanan olch
petugas yang ditunjuk untuk memberikan Pelayanan.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngarip
Pada tanggal

KEPALA UP WSMAS NGARIP,

/ "Uu ATEN 3,
._ c

. 17 Januari 2024
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